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KATA PENGANTAR

Bismillakirahamiralim

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD
Tahun 2022 disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban administrasi dan
pertanggungjawaban organisasi dalam
pengelolaan annggaran yang bersumber
dari APBD Tahun 2022, untuk
pencapaian sasaran strategis
Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan
sebagai bentuk dukungan organisasi
dalam mewujudkan pemerintahan yang

efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi hasil.  Laporan ini
menyajikan gambaran menyeluruh

tentang penyelenggaraan tugas dan
fungsi kesekretariatan DPRD yang
mengacu pada pencapaian sasaran
strategis Sekretariat DPRD tahun 2022,
dalam laporan ini menyajikan secara
rinci capaian-capaian indikator yang
diperoleh selama kuran waktu tahun
2022.

Harapannya semoga pencapaian kinerja
tahun 2022 bisa ditingkatkan baik
secara kualitas maupun peningkatan
efisiensi anggaran pada tahun-tahun
mendatang. Secara umum kinerja
Sekretariat DPRD sudah dalam ketegori
“on track” namun bukan berarti tidak
ada kelemahan dan kendala, oleh
karena itu Sekretariat DPRD tetap selalu
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melakukan pembenahan secara internal
dengan sejumlah strategi.

Semoga laporan ini bermanfaat dan

dapat menjadi pedoman dalam
melakukan evaluasi terhadap kinerja
Sekretariat DPRD sebagai bagian
penting dalam sturuktur organisasi
pemerintah Kabupaten Polewali
Mandar.

Akhir kata kami mengucapkan puji

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
Maha pengasih dan Penyayang karena
Sekretariat DPRD dapat mejalankan dan
menyelesaikan tugas-tugas  yang
diamanahkan selama kurun waktu 2022
hingga laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat
DPRD tahun 2022 dapat disusun dan
terselesaikan dengan baik.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 untuk
Sekretariat DPRD merupakan wujud tanggung jawab organisasi terhadap pengelolaan
anggaran dan pelaksanaan tugas fungsi berdasarkan target kinerja tahun 2022 yang telah
diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang memberikan layanan administrasi
dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, maka sasaran strategis dan indikator kinerja
yang diperjanjikan merupakan upaya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan
tersebut.

Tahun 2022 Sekretariat DPRD mengelola anggaran sebesar Rp. 47.058.168.113,00,- , realisasi
anggaran mencapai Rp. 44.654.597.997,00,- . persentase penggunaan anggaran mancapai
94,89% Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tahun 2022 yang mencakup
2 (dua) Sasaran Strategis berikut ini:

Sasaran Strategis Indiikator Kinerja Target Realisasi IIET
kinerja kinerja efisiensi
2022 2022
Meningkatnya Kualitas Persentase layanan 100% 100,58%
Layanan kesekretariatan DPRD sesuai 2,05
Kesekretariatan DPRD  standar dan prosedur
Meningkatnya Kualitas Predikat SAKIP Perangkat BB (80%) CC (59,69)
-20,31
Tata Kelola Daerah
Pemerintahan Persentase Tertib 100% 92,01%
Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan dan -1,17
Aset Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Pengguna Baik Sangat Baik
Pelayanan Publik Perangkat (88,30%) (98,46%) 10,16
Daerah

Rendahnya capaian indikator penyajian SAKIP tahun 2022, sangat dipengaruhi oleh
kemampuan SDM di lingkup sekretariat DPRD yang menyajikan laporan akuntabilitas kinerja
dan akuntabilitas keuangan organisasi, namun untuk pemenuhan indikator kinerja lainnya
capaian kinerja yang dihasilkan dapat dikategorikan berhasil.
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BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah organisasi pemerintah setiap pelaksanaan kegiatan perlu menyusun laporan
kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi yang terukur. Saat ini dengan
terbitnya Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Permenpan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mendorong
Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan
baik dan benar sesuai ketentuan, oleh karena itu melalui penerapan SAKIP kinerja
Pemerintah dapat terukur dengan baik melalui pemenuhan indikator-indikator yang telah
ditetapkan dalam SAKIP sehingga tercipta budaya akuntabilitas dalam pelaksanaan
kegiatan pemerintahan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun
dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented
goverment. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud
pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun laporan
akuntabilitas pada setiap akhir tahun.
Landasan Hukum Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah
sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih,
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
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Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun
Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar;

9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja setiap tahun menjadi kewajiban bagi setiap

perangkat daerah, oleh karena itu penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD tahun 2022

dimaksudkan untuk memberikan gambaran/informasi terkait capaian kinerja sekretariat

DPRD tahun 2022 yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan kinerja ini juga

memberikan informasi terkait perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan

kinerja tahun berjalan (tahun 2022).

B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang menjadi penunjang
dalam hal pelayanan kesektariatan DPRD memiliki sejumlah tantangan yang cukup
kompleks, secara fungsi Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD telah diuraikan pada

pasal 28 hingga Pasal 39.
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1. Kedudukan Sekratariat DPRD dalam pemerintahan Kabupten Polewali Mandar adalah:

unsur pelayanan
administrasi dan
pemberian dukungan
terhadap tugas dan fungsi
DPRD

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD meliputi:
\

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

\

‘ penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

|

‘ fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

[

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD; dan

!

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas
dan fungsinya

4




LAKIP 2022

SEKRETARIAT DPRD

Susunan Organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :

i. Kasubag
—' Bagian Umum lﬁnalis Kebijakan

IAnaIis kebijakan

l’e—risalah Legislatif

_Iagian Bisalah dan I Perancang
i' Pustakawén

| i Analis Keuangan

—E?gia?(;uai__iAnalis Keuangan

N i-AnaIis Keuangan

— Pranata Humas

—I agilal n Hubul ngl ' '——I Pranata Humas

—I‘ Pranata Humas

3. Sumber Daya Organisasi
Dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, Sekretariat DPRD di

dukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia dan ketersediaan Sarana Prasarana

Perkantoran, gambaran dukungan sumber daya dimaksud adalah sebagai berikut:




d.
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Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya Sekretariat DPRD di dukung
oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri

09
dari 35 orang ASN dan 69 Non ASN. | )18 Orang

Secara hirarki jenjang jabatan di lingkup

. . . 17 Orang
Sekretariat DPRD terdiri dari 1 orang o
Pejabat eselon Il, 4 orang pejabat Eselon
setingkat Eselon lll.a, 1 orang Pejabat
eselon V. a dan kelompok jabatan
fungsional.
Jumlah ASN sebanyak 35 orang terdiri atas 18

akiaki dan 17 POTENSI SUMBER DAYA
orang laki-laki dan oran erempuan

g & e ASN SEKRETARIAT

memiliki kualitas sumber daya yang sangat baik, DPRD

hal ini dapat dilihat dengan tingkat pendidikan
S1 sebanyak 18 orang, dan S2 sebanyak 10
5

orang, dan hanya 6 orang yang berpendidikan .
0
SMA/sederajat. L2 mST ESMA

Perempuan

Potensi sumber daya manusia dari tingkat pendidikan berbanding lurus dengan

jenjang golongan kepegawaian ASN di lingkup
Gol IV e PR: 3 org
ekretariat DRPD, dari data kepegawaian dapat . e LK:2Org
dilihat bahwa jumlah ASN yang berpendidikan GOI “l e PR:13org
terkahir SMA sebanyak 6 orang, 2 orang * LK:13 org
diantaranya telah  menduduki pangkat GOI || *PR:1org
e LK:3org

Golongan [, sehingga ASN yang

berpangkat/golongan Il tersisa 4 orang saja.
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b. Sarana dan Prasarana
Berdasarkan data neraca aset Sekretariat DPRD tahun 2022, jumlah aset tetap yang
di kelola oleh Sekretariat DPRD adalah Rp.26.615.858.076,99., yang terdiri dari
kepemiikan aset KIB A seluas 8.649 m? dengan nilai aset sebesar RP. 864.900.000.
KIB C berupa 1 unit Gedung Kantor dengan nilai Rp. 18. 128.052.740,- dan sarana
prasarana perkantoran yang terperinci dalam aset Peralatan dan Mesin (KIB)

dengan nilai sebesar Rp. 3.019.330.299,99.

4. Sistematika laporan
Penyusunan laporan ini memuat beberapa substansi penting yang menjadi tolok ukur
akuntabilitas kinerja Instansi/organisasi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar, oleh karena itu laporan ini disusun dengan sitematika sebagai berikut:
a. BABIPENDAHULUAN yang menguraikan 2 point utama yakni:

1) Latar Belakang memberikan gambaran terkait alasan pentingnya LAKIP disusun
oleh setiap Perangkat Daerah, menguraikan dasar hukum yang menjadi acuan
penyusunan LAKIP dan muatan-muatan hukum yang menjadi pedoman dalam
penyusunan laporan ini.

2) Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi sekretariat DPRD memuat tentang
bagaimana kedudukan Sekretariat DPRD dalam struktur Pemerintahan
Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati
Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan SOTK Perangkat Daerah,
menguraikan tugas dan fungsi ASN Sekretariat DPRD dalam memberikan
pelayanan kesekretariatan kepada Anggota DPRD, Kondisi Sumber Daya
Manusia di lingkup Sekretariat DPRD dan ketersediaan Sarana Prasarana
sebagai penunjang kelancaran penyelenggaran pelayanan kesekretariatan
DPRD, dan menguraikan isu-isu strategis di lingkup Sekretariat DPRD yang
memiliki potensi untuk ditingkatkan kualitasnya.

b. BAB Il PERENCANAAN KERJA, memuat tentang:

1)  Rencana Strategis yang menguraikan VISI MISI Kepala Daerah kurun waktu

2019-2024, visi misi tersebut dijabarkan oleh seluruh perangkat daerah dalam

bentuk sasaran strategis perangkat daerah, menetapkan target kegiatan

sebagai pendukung pencapapaian visi misi kepala daerah.
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2) Penetapan Kinerja Tahun 2022 oleh Sekretaris DPRD selaku kepala perangkat
daerah yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan sasaran strategis dan
pelancapaian target-target indikator perangkat daerah tahun 2022.

c. BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN menjelaskan tentang:

1) Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DRPD memberikan gambaran tingkat capaian
kinerja berdsarkan Sasaran strategis yang telah ditetapkan dan mengukur
capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan tahun 2022 sebagaimana
telah diperjanjikan dalam PK 2022 Sekretariat DPRD, pada Bab ini telah
menguraikan rangkaian pelaksanaan kegiatan anggota DPRD dan sekretariat
DPRD yang di dukung oleh penganggaran bersumber dari APBD Kabupaten
Polewali Mandar tahun 2022.

2) Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD menguraikan tentang program
kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategsi dan pemenuhan target
indikator-indikator tujuan/sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretarait
DPRD tahun 2022.

d. BABIVPENUTUP memuat tentang kesimpulan dan point-point penting dari seluruh
rangkaian pelaporan ini, dan sekaligus memberikan alternatif solusi bagi seluruh
jajaran Anggota DPRD dan ASN dilingkup Sekretariat agar dapat lebih meningkatkan
kualitas kinerja dan peningkatan capaian kinerja kedepannya.

e. Dokumen Pendukung memuat tentang dokumentasi kegitan-kegitan
kesekretariatan DPRD baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun
kegiatan yang sifatnya pemenuhan tugas dan fungsi DPRD.

5. Isu-isu strategis

Perumusan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi
yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan
terhadap visi, misidan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun
2019-2024. Kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan

program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab.Polewali Mandar antara lain :

1. Belum Optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan

penyusunan produk hukum Ranperda, Peraturan dan keputusan.
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2. Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan kulaitas persidangan, risalah dan
kesimpulan hasil rapat / sidang dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan alat
kelengkapan Dewan.

3. Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi sumber
daya aparatur penyelenggaraan rumah tangga dan perlengkapan serta
peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian.

4. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas penyusunan program dan Anggaran
DPRD secara efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan
program, pengelolaan anggaran sekretariat DPRD kabupaten Polewali Mandar
serta peningkatan kualitas monitoring Evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat
DPRD kabupaten PolewaliMandar

5. Belum Optimalnya fungsi Penyelenggaraan kehumasan, keprotokoleran dan

Kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.
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BAB 1l PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi / arahan sebagai
dasar dalam mengambil keputusan. Rencana strategis Sekretariat DPRD yang telah disusun
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024
(RPJMD 2019-2024) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Tujuan Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai acuan dalam
mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa
substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi
dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing stakeholder.

Tahun 2022 Sekretariat Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsinya berangkat dari
sejumlah permasalahan yang ingin diselesaikan yang sejalan dengan visi misi pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali

Mandar tahun 2019-2024 dijabarkan berikut ini:

Masalah . Belum Optimalnya kualitas pengkajian

kebijakan dan pengembangan bahan

penyusunan produk hukum 1. Rendahnya kualitas SD
Belum optimalnya kualitas pelayanan Aparatur Sekretariat
AKD dan kualitas dokumen risalah hasil DPRD

persidangan dan rapat-Rapat DPRD
Belum Optimalnya kualitas
penyelenggaraan ketatausahaan, ——
kompetensi sumber daya aparatur, Penyebab>
penyelenggaraan rumah tangga dan

perlengkapan.

Belum optimalnya kualitas pelayanan

dan fasilitas penyusunan program dan

Anggaran DPRD

Belum Optimalnya fungsi

Penyelenggaraan kehumasan,

keprotokoleran dan pelayanan aspirasi

masyarakat

2. Tidak adanya
pelatihan teknis
penyusunan Risalah
persidangan

3. Kurangnya keterlibatan
ASN dalam pelatihan
teknis penyusunan
program dan anggaran
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Vs

Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera

MISI Ke IV

Memantapkan Tata Kelola PEmerintahan
Yang Berkualitas dan Modern

TUJUAN

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik

Sasaran
“Meningkatnya Kualitas Layanan | “Meningkatnya  Kualitas Tata Kelola
Kesekretariatan DPRD” Pemerintahan Perangkat Daerah”
Indikator : Indikator:

Persentase layanan kesekretariatan DPRD | Predikat SAKIP Perangkat Daerah

sesuai standar dan prosedur Persentase tertib pengelolaan keuangan dan
aset perangkat daerah

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik
perangkat daerah

Mencermati perkembangan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkup
Sekretariat DPRD yang berkaitan erat dengan kualitas pelayanan kesekretariatan terhadap
Anggota DPRD, masyarakat dan stakeholders lainnya maka penetapan target kinerja
dilakukan secara realisitis dengan mempertimbangkan potensi yang di miliki oleh
Sekretariat DPRD sebagai bagian dari orgnaisasi pemerintah daerah Kabupaten Polewali
Mandar.

Penetapan target capaian kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat DRPD selama kurun waktu

5 (lima) tahun dapat di cermati pada tabel berikut:
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Tabel 2.1: Target Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024

) Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-
NO |  Tujuan Sasaran | o uan/Sasaran | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
01. | Meningkatnya | Meningkatnya Persentase
Kepuasan Kualitas layanan
Masyarakat Layanan kesekretariatan 80% 80% 0% 80% 80% 80%
Terhadap Kesekretariatan | DPRD sesuai
Pelayanan DPRD standar dan
Publik prosedur
Meningkatnya | Predikat ~ SAKIP BB BB BB BB A A
Kualitas  Tata | Perangkat Daerah
Kelola Persentase tertib
Pemerintahan | pengelolaan 93,33% | 95,56% | 93,33% | 95,56% | 97,78% | 100%
Perangkat keuangan dan aset
Daerah perangkat daerah
Indeks  kepuasan Sangat | Sangat | Sangat | Sangat
pengguna Baik Baik
pelayanan publik Baik Baik Baik Baik
perangkat daerah

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
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5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sekretariat DPRD telah menyusun Penetapan Kinerja tahun 2022 sebagai acuan dalam
penyelenggaran tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam tugas fungsi dan
kedudukannya. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD

Indikator: Target

Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai standar dan | 100%

prosedur

sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Indikator: Target

01. Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB

02. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset | 100%
Perangkat Daerah
03. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat | Baik
Daerah

Dalam rangka mencapai target kinerja atas sasaran strategis tersebut, Sekretariat DPRD
menyelenggarakan sejumlah program pada tahun 2022 dan dukungan anggaran berikut ini:
Tabel 2.3 : Besaran Anggaran Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 berdasarkan Sasaran

Strategis Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis Program \ Kegiatan Anggaran (Rp)
Meningkatnya Program Dukungan | Pembentukan 839.934.200
Kualitas Layanan | Pelaksanaan Tugas | Peraturan  Daerah
Kesekretariatan dan Fungsi DPRD dan Peraturan DPRD
DPRD Pembahasan 830.291.800

Kebijakan Anggaran
Pengawasan 2.466.692.800

Penyelenggaraan
Pemerintahan

Peningkatan 1.160.476.000
Kapasitas DPRD
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Sasaran Strategis Program Kegiatan Anggaran (Rp)
Penyerapan dan 9.754.223.000
Penghimpunan
Aspirasi Masyarakat

Meningkatnya Program Penunjang | Perencanaan, 68.939.600
Kualitas Tata Kelola | Urusan Pemerintah | Penganggaran, dan
Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah
Administrasi 22.637.548.113
Keuangan Perangkat
Daerah
Administrasi 368.441.400

Kepegawaian
Perangkat Daerah

Administrasi Umum 6.126.445.600
Perangkat Daerah

Pengadaan Barang 699.027.200
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa 781.226.800
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pemeliharaan 854.838.000
Barang milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Layanan Keuangan 470.083.600
dan Kesejahteraan
DPRD
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BAB 11l AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. AKUNTANBILITAS KINERJA

Mengukur kinerja organisasi agar dikatakan akuntabel dilihat pada capaian kinerja
organisasinya yang berjalan secara transparan dan terukur dan berkesinambungan
sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Akuntabilitas kinerja merupakan acuan/dasar dalam menilai keberhasilan kinerja organisasi
sebagiamana yang telah terutang dalam perjanjian kinerja yang disepakati/diperjanjikan.
Tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dapat dilihat jika realisasi kegiatan dapat
tercapai sesuai target atau melampaui target yang diperjanjikan, kinerja organisasi
dikatakan tidak berhasil jika capaian kinerja jauh dari target yang diperjanjikan, untuk
memudahkan penentuan keberhasilan kinerja organisasi tersebut maka ditetapkan
indikator yang terukur dimana capaian kinerja dikatakan berhasil jika realisasi capaian
kinerja mencapai 80% - 100% atau melampaui target yang ditetapkan.

Mengacu pada indikator diatas, maka realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD kurun
waktu 2022 dikategorikan berhasil dimana seluruh program kegiatan yang direncanakan
berada dalam indikator “berhasil” sebagaimana telah ditetapkan. Berikut realisasi capaian

kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022:

Tabel 3.1: Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

Sasaran Strategis Indiikator Kinerja Target Realisasi Kategori
2022 2022

Meningkatnya Kualitas Persentase layanan 100% 100,58% Berhasil
Layanan kesekretariatan DPRD sesuai
Kesekretariatan DPRD  standar dan prosedur
Meningkatnya Kualitas Predikat SAKIP Perangkat BB cC Tidak
Tata Kelola Daerah berhasil
Pemerintahan Persentase Tertib 100% 92,01% Berhasil
Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan dan

Aset Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Pengguna Baik Baik Berhasil

Pelayanan Publik Perangkat
Daerah
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Tabel 3.2: Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022

Realisasi
2022
100,58%

Realisasi
2021
100%

Realisasi
2020
100%

Sasaran Indiikator Kinerja Realisasi
Strategis 2019
Meningkatnya  lETsIEHs layanan
Kualitas kesekretariatan DPRD
Layanan sesuai standar dan
(CRAGAEREIEM prosedur
DPRD
Meningkatnya Predikat SAKIP Perangkat B (67,11) B(66,81) CC(59,69) CC (59,69)
Kualitas ~ Tata JBEEIEl
Kelola Persentase Tertib 93,47%  99,45% 98,49% 92,01%
Pemerintahan Pengelolaan Keuangan dan
Perangkat Aset Perangkat Daerah
Daerah Indeks Kepuasan Pengguna Baik Baik Baik Baik
Pelayanan Publik
Perangkat Daerah

Mengukur kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022 melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan
maka indikator-indikator kinerja yang telah diperjanjikan di dukung oleh sejumlah program
kegiatan/sub kegiatan.

SASARAN STRATEGIS I:

Indikator kinerja: Persentase layanan kesekretariatan DPRD sesuai . 0
standar dan prosedur Target- 100%

Layanan kesekretariatan DPRD adalah kegiatan pelayananan yang menjadi tanggungjawab
sekretariat DPRD dalam pemenuhan administrasi kegiatan para anggota DRPD dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis ini faktor-
faktor pendukung utama dalam pemenuhan capaian kinerja ini meliputi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Menetapkan Peraturan Daerah merupakan salah satu tugas dan fungsi DPRD sebagaimana
tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan
perubahan ketiga Undang-Undang nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tahun 2021
DPRD Kabupaten Polewali Mandar mengesahkan 3 Ranperda mejadi Perda dari 16 (enam
belas) usulan ranperda yang diusulkan, ke 16 usulan tersebut terdiri dari 7 usulan inisiatif
eksekutif (Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 5 ranperda
yang merupakan usul inisiatif DPRD, dan 4 ranperda yang merupakan usulan lanjutan dari
tahun sebelumnya.
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Adapun usulan ranperda tahun 2022 sebanyak 18 rancangan, namun yang dapat
diselesaikan hingga tahapan penetapan Perda hanya 5 ranperda, kelima ranperda tersebut
adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3: Daftar Penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah Tahun 2022

NO PERDA IANGEAS TANGEAE KETERANGAN

PENGESAHAN DIUNDANGKAN

01. Badan Permusyawaratan 4 Agustus 2022 5 Agustus 2022  BPMPD, No. reg: 01
Desa Tahun 2022

02. Ketentraman dan Ketertiban 4 Agustus 2022 5 Agustus 2022  SATPOL PP, No. reg:

Umum 02 Tahun 2022
03. Pertanggungjawaban 18 oktober 18 oktober 2022 Badan Keuangan, No.
Pelaksanaan APBD TA. 2021 2022 reg: 11 Tahun 2022

04. Perubahan APBD TA. 2022 27 Oktober 27 Oktober Badan Keuangan, No.
2022 2022 reg: 15 Tahun 2022

05. APBD Kab. Polewali Mandar 30 Desember 30 Desember Badan Keuangan, No.
TA 2023 2022 2022 reg: 26 Tahun 2022

Jika melihat tren kinerja DPRD dalam menghasilkan regulasi setingkat Peraturan Daerah
maka dalam kurun waktu 4 tahun terhitung dari 2019 — 2022, kinerja DPRD masih jauh dari
target, minimnya produk hukum yang dihasilkan disebabkan oleh beberapa hal seperti:

e Pengalokasian anggaran untuk pembahasan ranperda belum maksimal

e Jadwal pembahasan ranperda seringkali tertunda oleh beberapa kegiatan2kegiatan
kesektariatan DPRD lainnya seperti Kunjungan Kerja, Perjalanan Dinas dan kegiatan-
kegiatan kepartian masing-masing anggota DPRD.

e Rencana kerja Bapemperda yang ditetapkan tidak dijadikan acuan pelaksanaan oleh
Naggota DPRD sebagai pengampu pembahasan Ranperda dan Staf Sekretariat
DPRD sebagai mitra dalam mendampingi DPRD memastikan pelayanan administrasi
kesekretariatan berjalan sesuai time schedule rencana aksi yang ditetapkan.
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Berikut gambaran capaian kinerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar menghasilkan sejumlah
produk hukum:

Grafik 3.1 : Diagram Penetapan Produk Hukum (Peraturan Daerah) Tahun 2019-2022

PENETAPAN PRODUK HUKUM (PERDA) TAHUN 2019-
2022

20
15

10

2019 2020 2021 2022

mmmm Usulan Ranperda == Penetapan Perda  e====Grafik

AT 1 .
A CENTRER
UANG Rspipisie

("»‘,v‘, 4 V ‘ 2
ambar 3.2: Rapat Harmonisasi Ranperda Tahun
2022

Gambar 3.3: Kunjungan Kerja Pansus Tahun 2022 J

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran (Pembahasan APBD)

Lembaga DPRD sebagai mitra Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah termasuk dalam pembahasan anggaran pembangunan setiap
tahunnya. Fungsi budgetting (penganggaran) menjadi salah satu tugas dan fungsi DPRD
atas Trias fungsi DPRD, dalam kurun waktu 2019-2022 pembahasan anggaran dilaksanakan
sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dan penetapannya sesuai waktu yang
telah ditetapkan, kecuali penetapan anggaran (APBD) Tahun 2022, penetapan anggaran
2019, 2020, 2021, dan 2023 melahirkan kesepakatan yang telah tertuang dalam keputusan
bersama dan ditetapkan melalu PERDA APBD. Khusus untuk APBD thun 2022 tidak tercapai
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kesepakatan antara lembaga DPRD dengan Pihak Eksekutif pemerintah Daerah Kabupaten
Polewali Mandar sehingga penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan APBD
hanya menggunakan peraturan kepala daerah tahun 2021.
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ambar 3.5: Rapat Dengar Pendapatan Komisi |
Tahun 2022

ambar 3.4: Pembahasan Anggaran Perubahan
(APBD Perubahan)Tahun 2022

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan penyelenggaran pemerintahan oleh DPRD terbagi dalam 4 urusan, dalam
pelaksanaannya 4 urusan tersebut di kelompokkan dalam 4 komisi yang masing-masing
membidangi urusan pemerintahan serumpun. 4 komisi tersebut adalah :

Tabel 3.4: Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022

NO KOMISI KEGIATAN PENYELENGGARAAN JUMLAH PAGU
PEMERINTAHAN ANGGOTA ANGGARAN
DEWAN KEGIATAN
1 KOMISI | Pengawasan  dan Penyelenggaraan 10 578.515.000
Bidang Pemerintahan dan Hukum
KOMISI 1 Pengawasan  dan Penyelenggaraan 11 354.812.000
Bidang Perekonomian
KOMISI I Pengwasan dan Penyelenggaraan Bidang 10 381.039.000
Infrastruktur
KOMISI IV Pengawasan  dan penyelenggaraan 10 389.838.800

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Komisi terdiri dari penyelenggaraan rapat dengar pendapat antara masyarakat
dengan menghdirkan perangkat daerah yang terkait dengan urusan aduan masyarakat,
selain itu setiap Komisi melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang dianggap pengelolaan
penelenggaraan pemerintahannya lebih baik dari Kabupaten Polewali Mandar atau
memiliki karakteristik wilayah dean demografi yang relatif sama, sehingga anggota DPRD
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berharap penerapan kebijakan di daerah-daerah tujuan dapat di duplikasi di tempat asal
(Kabupaten Polewali Mandar).

Gambar 3.7: Kunjungan Kerja Komisi Il Tahun 2022

Gambar 3.6: Kunjungan Kerja Komisi IT Tahun 2022 '

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan reses sebagai manifestasi penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan
menyerap dan menghimpun aspirasi-aspirasi masyarakat, pelaksanaan rese ini mengacu
pada Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib DPRD Prvinsi, Kabupaten dan Kota, serta secara terperinci di jabarkan dalam Taata
Tertib DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2021.

Setiap Anggota DPRD berkewajiban melakukan Reses 3 kali dalam 1 tahun anggaran,
pelaksanaan reses dilaksanakan di beberapa titik dengan menghadirkan sejumlah
masyarakat yang menjadi perwakilan kelompok/komunitas setiap bidang. Hasil reses
merupakan embrio lahirnya pokok-pokok pikiran yang menjadi salah satu usulan
pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan reses 2022 menggunakan anggaran APBD sebesar Rp. 9.754.223.000
(sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu)
dengan jumlah peserta setiap titik 600 orang. Anggaran ini hanya meningkat sebesar 0,25
% atau sebesar 24.411.200 dari alokasi anggaran pelaksanaan reses tahun 2021 yang
mencapai Rp. 9.729.811.800. Peningkatan yang tidak signifikan ini dikarenakan ada 1 (satu)
orang anggota DPRD yang tidak dapat melakukan Reses Tahap ke Il karena tersangkut
kasus hukum (penggunaan obat terlarang/narkoba) pada saat jadwal/masa Reses Tahap |l
sedang berlangsung.

Tabel 3.5: Penggunaan APBD untuk pelaksanaan Reses tahun 2022

URAIAN Jumlah Jumlah Total Jumlah Anggaran
Anggota Peserta Peserta (Rp)

DPRD Reses

- Reses | 45 600 27.000

Reses | 45 600 27.000 9.754.223.000

Reses Il 44 500 22.000
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17.000 76.000

Tabel 3.6: Penggunaan APBD untuk Pelaksanaan Reses Tahun 2019 - 2022

NO Tahun Jumlah Total Jumlah Keterangan
Pelaksanaan Anggota Peserta Anggaran (Rp)
DPRD
Tahun 2019 45 54.000 4.042.620.000 Reses hanya dilaksanakan 2 kali
oPi - Tahun 2020 45 29.700 5.786.260.000 Jumlah peserta reses hanya 200
orang
Tahun 2021 45 81.000 9.729.811.800
H Tahun 2022 45 76.000 9.754.223.000 1 orang Angg. DPRD hanya
melakukan 2 kali Reses

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
PERANGKAT DAERAH

Indikator: Target:
1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah 1. BB

2. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah 2. 100%
3. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah 3. Baik

1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2022, nilai evaluasi hanya berada posisi ke 29 dengan nilai
akhir 59,69 dengan predikat CC, perolehan ini jauh dari target perolehan SAKIP 2022
sebagaimana yang diperjanjikan yakni predikat BB.

Rendahnya perolehan nilai SAKIP sangat dipengaruhi oleh kinerja ASN pada Sekretariat
DPRD yang lebih mengutamakan tugas tambahan dari pada tugas pokok sebagai ASN pada
sekretariat DPRD, tugas tambahan yang menjadi prioritas para ASN adalah tugas yang
melekat sebagai Alat Kelengkapan Dewan. Tugas-tugas AKD menjadi prioritas ASN
mengingat tugas-tugas tersebut bersentuhan langsung dengan anggota DPRD dalam
melakukan pendampingan perjalanan dinas, padatnya kegiatan perjalanan dinas
menyebabkan sejumlah ASN tidak dapat fokus terhadap penyelesaian tugas dan fungsinya
sesuai jabatan yang di emban. Dampak dari hal tersebut pemenuhan data dan capaian
kinerja berdasarkan target kinerja tidak terpenuhi, penyusunan LAKIP yang membutuhkan
sejumlah data menjadi sulit didapatkan, pemenuhan kinerja tidak dapat terealisaasi sesuai
target. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan terhadap perubahan pola pikir/mind
set ASN dalam prioritas kerja berdasarkan tugas dan fungsi yang di emban. Bahkan secara
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ekstrim dapat dilakukan pembinaan terhadap sejumlah ASN yang tidak memenuhi tugas dan

fungsinya sekaligus restrukturisasi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD.

Tabel 3.7: Realisasi Kinerja SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022

REALIASI
TAHUN | TARGET KENDALA ALTERNATIF SOLUSI
NILAI PREDIKAT
a. Hasil evaluasi SAKIP Peningkatan  kualitas
5019 BB 6711 B tahun 2019 sangat SDM Sekretariat DPRD
rendah, utamanya
Penguatan tugas pokok
pada komponen .
pada seluruh ASN di
pengukuran _ ,
o , lingkup Sekretariat
kinerja, evaluasi
. DPRD.
2020 BB 66,81 B internal, dan
capaian kinerja. Peningkatan disiplin
lak t d
o nde i | 29T 8% 0
SDM ASN pada 8
cretariat DPRD dan pelayanan
2021 BB 59,69 cC Sekretaria ' administrasi.
c. Kinerja ASN tidak
mengacu pada
sasaran  strategis
2022 BB 59,69 cC dan indikator yang
telah diperjanjikan.

2. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Tertib pengelolan keuangan dan aset di mulai dari tahap perencanaan yang dilakukan secara
berjenjang, berpedoman pada asas kebutuhan, berorientasi pada peningkatan kualitas
layanan di lingkup sekretariat DPRD secara tepat waktu dan tetap mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selain tahap perencanaan, tahapan yang urgen dalam

pengelolaan keuangan adalah penggunaan anggaran yang sesuai

dengan tujuan

perencanaan, penyediaan dokumen-dokumen administrasi yang dipersyaratkan yang daapt
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan dan aset di lingkup sekretariat DPRD dapat dilihat dari waktu
penyelesaian dokumen-dokumen administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran,

penyelesaian

belanja

modal

tepat

waktu  dan

penyelesaian

administrasi

pertanggungjawaban tepat waktu tanpa adanya temuan yang bersifat material.

Tahun 2022, penyelesaian dokumen pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan tepat
waktu, meskipun masih terdapat sejumlah anggaran yang tidak digunakan, namun hal
tersebut tidak mengurangi kualitas pekerjaan yang dilakukan, adanya anggaran yang tidak
digunakan merupakan upaya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan tanpa mengurangi




LAKIP 2022

SEKRETARIAT DPRD

kualitas fisik pekerjaan. Tahun 2022 nilai anggaran yang tidak digunakan tersisa sebesar Rp.
3.989.093.316. nilai sebesar ini merupakan kesisahan anggaran dari sejumlah sub kegiatan
seperti:

a. pelaksanaan Reses Tahap ke 3 sebesar Rp. 134.574.200 disebabkan 1 (satu) orang
anggota DPRD tidak dapat melaksanakan Reses Tahap ketiga karena tersangkut kasus
hukum (Narkoba), pada saat pelaksanaan reses yang bersangkutan masih dalam tahap
pengadilan dan di tahan sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar
Tahanan.

b. Anggaran pemeliharaan barang milik daerah sebesar RP. 203.832.309 merupakan
kesisahan dari belanja pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional, Belanja pajak
kendaraan.

c. Sub kegiatan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi dan penyediaan bahan
logistik kantor sebesar Rp.1.822.964.374, kegiatan utama pada sub kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi adalah perjalanan dinas Anggota DPRD ke luar daerah yang
dapat di dampingi oleh ASN dan Non ASN di lingkup sekretariat Daerah, adapun bahan
logistik kantor merupakan anggaran penyediaan logistik unsur pimpinan, logistik Komisi,
logistik fraksi dan makan minum rapat kantor.

d. Kesisahan anggaran terbesar lainnya adalah Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN sebesar Rp. 1.675.972.415. kesisahan ini termasuk di dalamnya kesisahan gaji dan
tunjangan Anggota DPRD tahun 2022.

e. Dan sejumlah kegiatan lainnya yang nilainya relatif kecil dan merupakan kesisahan
anggaran yang tidak dapat lagi digunakan secara utuh.

Grafik 3.2: Presentase Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019-2022

% Realisasi Anggaran

100,00% 99,45%
99,00% 98,49%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
94,00%
93,00%
92,00%
91,00%

90,00%
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Tabel 3.8: Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Periode 2019-2022

NO TAHUN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN  PERSENTASE
ANGGARAN ANGGARAN CAPAIAN
01. 2019 33.339.118.824,00,- 31.162.036.636,00,- 2.177.082.188,00,- 93,47%
02. 2020 30.345.005.759,80,- 30.176.956.259,00,-  168.049.500,80,- 99,45%
03. 2021 49.749.006.726,00,- 48.996.106.369,00,-  752.900.357,00,- 98,49%
04. 2022 47.058.168.113,00,- 44.654.597.997,00,- 2.403.507.116,00,- 94,89%

Capaian realisasi penggunaan anggaran kurun waktu 2019-2022 mengalami fluktuasi, dari
tahun ke tahun terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat dibelanjakan karena
sejumlah alasan, khusus tahun 2022 alasan penganggaran yang tidak terpakai adalah:

1. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas Roda Dua tidak dapat direalisasikan karen
keterlambatan melakukan proses lelang secara elektronik, sehingga pad saat diajukan
tidak ada vendor/penyedia jasa yang menyanggupi penyediaan kendaraan di maksud,
nilai pengadaan belanja kendaraan dinas roda dua sebesar Rp. 202.077.023,00.

2. Belanja Logistik kantor yang tidak terpakai habis dikarenakan sejumlah rapat yang
sedianya disiapkan konsumsi tidak dilakukan karena bertepatan dengan bulan suci
Ramadhan, nilai pengembalian makan minum rapat sebesar Rp.40.660.700,-

3. Belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan ASN dan Anggota DPRD vyang
direncanakan jauh lebih besar daripada realisasi anggaran Gaji dan tunjangan ASN dan
Anggota DPRD.

Secara garis persentase besaram penganggran yang tidak teralisasi dari tahun ke tahun adalah
sebagai berikut:

e Belanja Tidak Langsung: 99,24%
* Belanja LAngsung: 92,94%

e Belanja Tidak Langsung: 99,56%
e Belanja Langsung: 99,45%

¢ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Kab/Kota: 99,25%
® Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD: 97,53%

™\
* Program Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Kab/Kota: 93,18%
® Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD: 98,53%

vy
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3. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja sekretariat DPRD salahsatunya melalui hasil penilaian dari stakeholders
eksternal seperti Anggota DPRD, Perangkat Daerah dan Tamu yang melakukan kunjungan,
masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tahun 2022 telah dilakukan survey secara elektronik dan manual, dan hasil survey tersebut
menunjukkan bahwa dari 53 Jumlah responden yang melakukan survey, nilai rata-rata yang
diperoleh mencapai angka 98,46%, hasil ini menunjukkan meningkatnya kualitas pelayanan
dan kinerja Sekretariat DPRD yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepuasan
responden terhadap pelayanan sekretariat DPRD.

Responden yang melakukan survey merupakan tamu dari luar daerah Kabupaten Polewali
Mandar yang melakukan kunjungan kerja dan konsultasi di kantor Sekretariat DPRD
Kabupaten Polewali Mandar, responden yang mengisi survey secara elektronik umumnya
tamu Anggota DPRD dari luar Provinsi Sulawesi Barat, 35 responden tersebut terdiri dari 42
orang laki-laki, dan 11 Perempuan dengan tingkat pendidikan SMA 4 orang, S1 sebanyak 44
orang, S2 sebanyak 4 orang dan 1 orang berpendidikan SD, yang bersangkutan merupakan
masyarakat yang mengadu terkait permasalahan di tempatnya.

Jenis pelayanan pada Sekretariat DPRD ada 5 jenis layanan, sepanjang tahun 2022 jenis
pelayanan yang paling dominan adalah jenis layanan Menerima dan melayani Tamu
Pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan jenis layanan Manajemen Aspirasi
Masyarakat yang mencapai angka 99,9% tingkat kepuasan, sedangkan jenis layanan yang
mencapai angka > 98 % adalah jenis layanan menerima dan melayani tamu alat kelengkapan
DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan jenis layanan menerima dan melayani masyarakat
yang membutuhkan informasi dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar. Jenis
layanan yang menerima dan melayani tamu anggota DPRD kunjungan kerja dan konsultasi
hanya 94,45%.

Jika mencermati hasil survey tersebut, maka indikator utama kinerja Sekretariat DPRD
mencapai hasil memuaskan dan dikategorikan “Berhasil”.
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Pemerintahan

TAHUN ANGGARAN
NO | PROGRAM/KEGIATAN 2019 2020 2021 2022
Pagu L . L L
T — Realisasi Pagu Anggaran Realisasi Pagu Anggaran Realisasi Pagu Anggaran Realisasi
Program  Dukungan
Pelaksanaan  Tugas
dan Fungsi DPRD
Pembentukan
Peraturan Daerah | 3.325.706.000 | 3.219.313.124 | 3.683.357.000 3.660.631.300 2.003.276.000 1.953.416.416 839.934.200 817.195.200
dan Peraturan DPRD
Pembahasan 0 0 0 0 704.487.800 | 704.305.092 | 830.291.800 | 816.039.880
Kebijakan Anggaran
Pengawasan
Penyelenggaraan 7.525.184.000 | 7.391.889.904 | 9.250.209.000,00 | 9.250.073.958,00 | 2.438.070.000 2.335.495.311 2.466.692.800 2.461.683.605

Peningkatan
Kapasitas DPRD

1.212.058.700

714.016.891

9.250.209.000

9.250.073.958

7.118.109.200

6.775.645.728

1.160.476.000

1.117.499.619

Penyerapan dan
Penghimpunan

Aspirasi Masyarakat

4.241.270.000

3.932.265.000

5.786.260.000

5.778.659.400

9.845.201.800

9.794.888.400

9.754.223.000

9.618.538.800

Program Penunjang
Urusan  Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

50.103.000

49.890.300

23.753.800

23.753.800

40.952.000

39.521.100

68.939.600

67.939.800

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

2.832.705.824

2.791.568.750

2.836.342.796,80

2.823.113.906,00

21.118.146.726

21.040.162.003

22.637.548.113

20.958.739.098
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TAHUN ANGGARAN

NO | PROGRAM/KEGIATAN 2019 2020 2021 2022
Pagu . . N L
Anggaran Realisasi Pagu Anggaran Realisasi Pagu Anggaran Realisasi Pagu Anggaran Realisasi
Administrasi 1.098.575.000 | 1.051.534.671 | 275.965.000,00 272.765.000,00 347.683.300 347.070.100 368.441.400 308.536.600

Kepegawaian
Perangkat Daerah

Administrasi  Umum | 5.189.452.000 | 4.870.062.527 | 5.351.517.212 5.320.032.806 3.962.974.250 | 3.944.355.462 | 7.711.956.000 | 5.880.267.226
Perangkat Daerah

Pengadaan  Barang | 74.875.000 74.875.000 170.000.000 168.423.000 506.500.000 506.477.000 699.027.200 184.041.800
Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa | 543.904.000 440.940.829 463.049.350 442.785.103 812.911.700 765.234.344 781.226.800 763.414.632
Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang | 96.150.000 87.136.550 97.700.000 81.303.400 327.826.750 320.176.513 854.838.000 651.005.691
milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan

Daerah

Layanan  Keuangan | 591.590.000 525.615.900 588.870.000 579.165.820 522.867.200 469.358.900 470.096.400 448.810.200

dan  Kesejahteraan
DPRD
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B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD tahun 2022 adalah wujud integritas
dan tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran daerah dengan tetap berpedoman
pada peraturan perundang-undangan. Sejatinya pengelolaan dan penggunaan anggaran
menganut pada asas efektifitas dan efisiensi anggaran tanpa mengecualikan kualitas
pekerjaan yang dihasilkan. Namun seringkali program/kegiatan yang telah direncanakan
secara ideal namun dalam pelaksanaannya terdaapt sejumlah kendala/permasalahan yang
dihadapi sehingga target ideal yang diharapkan tidak dapat terwujud.

Tahun 2022 besaran anggaran Sekretariat DPRD adalah Rp.47.058.168.113, realisasi
anggaran sebesar Rp.44.654.597.997 atau 94,89% yang berarti tersisa anggaran yang tidak
terpakai sebesar Rp.2.403.507.116 jika dipersentasekan mencapai 5,11%. Sedangkan
persentase kinerja yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut sebagian besar sulit
terukur secara kuantitatif. Berikut data-data realisasi pengelolaan anggaran dan hasil
kinerja DPRD tahun 2022:

Grafik 3.3: Presentase Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022

-0,64%

M % Kinerja ™ % Anggaran % Efisiensi

Dari hasil analisa data tersebut, jika disandingkan antara realisasi kinerja dengan realisasi

anggaran maka penggunaan anggaran 2022 masuk dalam kategori “IN- Efesiensi” sebesar

0,64% dari capaian kinerja Sekretariat DPRD secara menyeluruh
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Tabel 3.10: Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2022

Sasaran Strategis/ Indikator

Target

Kinerja

Realisasi
Kinerja

%
Capaian

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran
(Rp)

%
Realisasi

Efisiensi

Keterangan

[ERY

Pembentukan Peraturan Daerah
dan Peraturan DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran

N

Pengawasan
Pemerintahan
Peningkatan Kapasitas DPRD

Penyelenggaraan

Penyerapan dan
Aspirasi Masyarakat

Penghimpunan

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
/| Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Administrasi  Umum  Perangkat
Daerah

=

0 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

1l Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

(%)
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan DPRD

5

Perda

210
kali
145
kali

45

orang

100

100

WTP

100

100

100

100

(%)

5
Perda

210
kali
157
kali

44
orang
100

100

WTP

79,17

92,14

107,99

75,12

Kinerja

100

100

106,61

96,3

100

100

100

79,17

92,14

107,99

75,12

839.934.200

830.291.800

2.466.692.800

1.160.476.000

9.754.223.000

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

68.939.600

22.637.548.113

368.441.400

6.126.445.600

699.027.200

781.226.800

817.195.200

816.039.880

2.461.683.605

1.117.499.619

9.618.538.800

67.939.800

20.958.739.098

358.658.446

5.880.267.226

694.805.800

763.414.632

Anggaran

97,29

98,28

99,76

96,30

98,13

97,19

91,36

92,88

97,27

99,73

96,53

2,71

1,72

6,85

0,00

1,87

2,81

8,64

-13,71

-5,13

8,26

-21,41

Program
Dukungan
Pelaksanaan
Tugas dan

Fungsi DPRD

Program
penunjang
Urusan
Pemerintahan

Kabupaten/Kota

28



Sasaran Strategis/ Indikator Target Realisasi %
Kinerja  Kinerja  Capaian
(%) (%) Kinerja
‘2| Pemeliharaan Barang milik Daerah 100 86,17 86,17
Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
(=1 Layanan Keuangan dan 100 9547 9547
Kesejahteraan DPRD

LAKIP 2022
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Pagu Anggaran (Rp)

854.838.000

470.083.600

47.058.168.113

Realisasi Anggaran
(Rp)

651.005.691

448.810.200

44.654.597.997

%
Realisasi
Anggaran
87,17

95,47

95,95

%
Efisiensi

-0,99

0,00

-0,64

Keterangan

29
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BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD disusun
sebagai wujud pertanggungjawaban administrasi dan tanggungjawab moral terhadap
pengelolaan anggaran daerah tahun 2022, sebagaimana target kinerja yang telah
diperjanjikan oleh Sekretaris DPRD tahun 2022 maka seluruh program kegiatan yang telah
direncanakan mengacu pada sasaran strategis tersebut, dan capaian kinerja kurun waktu
tahun 2022 dapat dikategorikan “berhasil”, hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, hasil capaian kinerja tahun 2022

mencapai 95, 31% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 44.654.597.997, atau 95,95%.

Dalam kedudukannya sebagai fungsi penunjang penyelenggaran pemerintahan daerah

yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan administrasi keseretariatan DPRD, maka aktifitas

utama Sekretariat DPRD adalah memastikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD
berjalan dengan baik dan terkontrol, memastikan pelayanan terhadap tamu-tamu baik dari
masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, Perangkat Daerah maupun Tamu-Tamu lintas
daerah yang datang secara berkala terlayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
yang berlaku. Menjamin kebutuhan logistik DPRD tersedia, memastikan kelangsungan
rapat-rapat paripurna terlaksana tepat waktu, melakukan koordinasi intensif kepada

Perangkat Daerah terutama dalam hal penyelenggaraan rapat-rapat di tingkat DPRD

Kabupaten Polewali Mandar.

Selain capaian kinerja yang dianggap berhasil, selama proses pelaksanaan kegiatan juga

ditemui sejumlah kendala dan menjadi salah satu kelemahan yang selalu berulang yang

terjadi di lingkup Sekretariat DPRD. Kendala-kendala dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu pelaksanaan Rapat-Rapat, baik itu Rapat Pembahasan Anggaran,
Rapat Kerja, maupun Rapat Dengar pendapat dengan Perangkat Daerah.

2. Antusiasme Anggota DPRD dalam mengikuti Rapat-Rapat, sangat sering terjadi jumlah
Anggota DPRD vyang hadir tidak mencapai kuorum dalam menghasilkan keputusan
sehingga seringkali rapat di tunda karena kondisi tersebut.

3. Perlunya melakukan restrukturisasi ASN mengingat Kualitas Sumber Daya Manusia ASN
di lingkungan Sekretariat DPRD yang masih jauh dari standar kompetensi jabatan yang

di emban, £80% ASN tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih

banyak ASN yang tidak memahami tugas dan fungsinya sesuai jabatan yang di ampu
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sehingga capaian kinerja utamanya tidak dapat diselesaikan dengan baik, sementara
tugas tambahan sebagai AKD yang dijadikan prioritas kinerjanya.

4. Penegakan aturan terhadap Tingkat Disiplin ASN dan Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak
Tetap yang masih Rendah agar koordinasi internal antar bagian dan antar personal
yang selama ini tidak berjalan lancar dapat berubah menjadi lebih baik dan
terorganisir.

Mencermati kendala-kendala yang diuraikan di atas, perlu upaya kongkrit dalam perbaikan

kondisi internal di lingkup Sekretariat DPRD yang melibatkan unsur pimpinan di lingkup

Sekratariat DPRD, Baperjakat, dan BKPP.

Demikian LAKIP 2022 Sekretariat DPRD ini dibuat sebagal salah satu bahan informasi dalam

memberikan gambaran/kondisi di lingkup Sekretariat DPRD untuk menjadi bahan evaluasi

atas kinerja organisasi secara menyeluruh.
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KABUPATEN
DAR

PERJANJIAN

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH
JI. H. A. Depu Nomer 106 Polewali, Kode Pos 91311
Telepon. 0428-21095 Faks. 0428-21095

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : A MAHADIANA DJABBAR, S.IP., M.Si
Jabatan  : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ANDI IBRAHIM MASDAR
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI POLEWALI MANDAR, SEKRETARIS DPRD,

—

s A

A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP..M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710403 199101 2 002

H. ANDI IBRAHIM MASDAR




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA GABRIAN ARGEE
2021 2022
. y Persentase layanan
mﬂg&g;f;:ﬁ;ﬁ;'aﬁna" kesekretariatan DPRD sesuai 95% 100%
standar dan prosedur
Meningkatnya kualitas tata kelola |p o 4y a1 SAKIP Perangkat Daerah B BB
pemerintahan perangkat daerah
Persentase teriib pengelolaan
keuangan dan aset perangkat 95% 100%
daerah
Indeks kepuasan pengguna , )
pelayanan publik perangkat daerah Baik Baik
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Penunjang Urusan Pemerintahan APBD
Daerah Kabupaten/Kota Re 28,871,125.119
Dukungan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi DPRD Rp 9,726,830400 APED
JUMLAH Rp 38,597,955,519 APBD
Polewali, 21 Maret 2022
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BUPATI POLEWALI MANDAR,
_d__,-—'J
g —
—

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

SEKRETARIS DPRD

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19710403 199101 2 002




PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

M. M. Al Depc No. FOS FPolewall Talp. (O428) Z1553-2 1085 Kode Fos 1313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHRULLAH AMRI, SE, MM
Jabatan : Kabag Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

MNama : A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP,.M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Polewali Mandar

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
SEKRETARIS DPRD KABAG HUBUNGAN MASYARAKAT

—Aw, — T ri-

——

A.MAHADIANA DIABBAR, S.IP,.M.Si SYAHRULLAH AMRI, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda Pangkat : Pembina Tk. |
NIP: 19710403 199101 2 002 NIP : 19650227 199103 1007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Kepala Bagian HUMAS

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian 2021 | Target 2022

Menngkatnya kualitas layanan
kesekretariatan DPRD

Persentase layanan
kesekretariatan DPRD sesuai
standar dan prosedur

90% 100%

Program/Kegiatan

Anggaran

Program Dukungan dan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD

Penyerapan dan Penghimpunan
Aspirasi Masyarakat

5.129.486.400

Pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan

407.266.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah

163.500.000

Jumlah

5.700.252.400

Pihak Kedua,
Sekretaris DPRD

pic i

A.MAHADIANA DJABBAR, S.IP..M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19710403 199101 2 002

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Pertama,
Kabag Humas

- T

SYAHRULLAH AMRI,SE,MM
Pangkat : Pembina Tk.|
NIP ; 19650227 199103 1 007




PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (OFZ8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . IMRAN AMRULLAH, SH, M. Adm. Pemb
Jabatan : Reses dan Aspirasi

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SYAHRULLAH AMRI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang ftelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
KABAG. HUBUNGAN MASYARAKAT RESES DAN ASPIRASI

I

SYAHRULLAH AMRI, SE, MM IMRAN AMRULLAH, SH, M. Adm. Pemb
Pangkat : Pembina Tk. | Pangkat : Penata Tk.|

NIP : 19650227 199103 1 007 NIP ; 19750204 200903 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RESES & ASPIRASI

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2021 Target 2022

Optimalnya Layanan Persentase Layanan
kesekretariatan untuk Penyerapan dan

| [Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tersedia sesuai
Masyarakat standar dan prosedur
Tersedianya layanan

1 kesekretariatan untuk Jumlah kegiatan reses yang 45 Dokumen Per | 90 Dokumen (2
kelancaran kegiatan reses |terlayani Reses ( 3 Kali) kali)
DPRD

No Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Ket
I |Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1 |Pelaksanaan Reses Rp  5.082.481.400 APEBD
JUMLAH Rp 5.082.481400

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabag. Humas RESES DAN ASPIRASI

I

et e

IMRAN AMRULLAH SH,M.Adm,Pemb
SYAHRULLAH AMRI, SE, MM Pangkat : Penata,
Pangkat : Pembina Tk.I Nip : 19750204 200903 1 002

NIP : 19650227 189103 1 007




PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (OFZ8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

MNama . IRVAN AL FADHILA, S.IP
Jabatan : Dokumentasi dan Publikasi

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

MNama : SYAHRULLAH AMRI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu bernanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
KABAG. HUBUNGAN MASYARAKAT DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

SYAHRULLAH AMRI, SE, MM IRVAN AL FADHILA, S5.1IP
Pangkat : Pembina Tk. | Pangkat : Penata
NIP : 19650227 199103 1 007 MNIP: 19820614 201101 1011




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2021 | Target 2022
| Meningkatnya Tertib Persentase Tertib
Administrasi Umum Kantor |Administasi Umum Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Jumlah Jenis Bahan Bacaan
1 |bahan bacaan koran dan dan Peraturan Perundang- 100% 100%
majalah Undangan
No Kegiatan/Sub Kegiatn Anggaran Ket
Administrasi Umum
I Perangkat Daerah
Kegiatan Penyediaan Bahan
1 |Bacaan dan Peraturan Rp 163.500.000,00 APBD
Perundang-Undangan
Polewali, 21 Maret 2022
Pihak Kedua Pihak Pertama

Kabag. Humas

st

SYAHRULLAH AMRI, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.|
NIP

: 19650227 199103 1 007

Dokumentasi & Publikasi

’ -
7~ A —

IRVAN AL FADHILA S.IP
Pangkat : Penata Tk.l, lli/d

NIP

119820614 201101 1 011




PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (OFZ8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang epektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

MNama : FATMAWATI YUSUF, ST
Jabatan : Humas dan Protokol

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

MNama : SYAHRULLAH AMRI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu bernanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

KABAG. HUBUNGAN MASYARAKAT HUMAS DAN PROTOKOL
SYAHRULLAH AMRI, SE, MM FATMAWATI YUSUF, ST
Pangkat : Pembina Tk. | Pangkat : Penata Tk. |

MNIP : 19650227 199103 1 007 NIP : 15750708 200604 2 022




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

HUMAS DAN PROTOKOL
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2021 | Target 2022
Optimalnya Layanan
kesekretariatan untuk Persentase Layanan Pengawasan
| |Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tersedia
Penyelenggaraan sesuai standar dan prosedur
Pemerintahan oleh DPRD
Tersedianya layanan
kesekretariatan untuk Jumlah layanan kesekretariatan untuk
1 pengawasan DPRD bidang |pengawasan DPRD bidang kesejahteraan rakyat 1Laporan 1 Laporan
kesejahteraan rakyat
Tersedianya layanan
kesekretariatan untuk Jumlah Kunjungan kerja Anggota DPRD yang
2 kelancaran kunjungan kerja  |terdayani 45 org 4org
DPRD
No Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Ket
| |Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengawasan urusan pemernintahan bidang
1 kesejahteraan rakyat Rp 407.266.000,00 APBD
2 |Kunjungan Kerja dalam daerah Rp 47.005.000,00 APBD
JUMLAH Rp 454.271.000,00
Polewali, 21 Maret 2022
Kabag. Humas Pihak Pertama

Hurmas dan Protokol
SYAHRULLAH AMRI, SE MM

Pangkat : Pembina Tk.l FATMAWATI YUSUF,ST

NIP 19650227 199103 1 007 Pangkat : Penata, Tk.|
NIP : 19750708 200604 2 022




PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

Mir. M. Al Depis No. 108 FPolewall Tep. (O+28) Z1553-21085 Kode Pos 31313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, transparan
dan akuntabel serta beronentasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Mama : MUSYRIFAH ALIYAH, ST.,.MM
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Mama : A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP,.M.Si
Jabatan : Bekretaris DPRD

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
SEKRETARIS DPRD KABAG. KEUANGAN

(Wioye—

A.MAHADIANA DJABBAR, S.IP,.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
MNIP: 19710403 199101 2 002

MUSYRIFAH ALIYAH, ST..MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19770908 200502 2 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN KEUANGAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Capaian 2021 |Target 2022

Meningkatnya kualitas manajemen Persentase perencanaan
perkantoran perangkat daerah yang
tersusun sesuai standar dan

tepat wakiu

96,51% 100%

Persentase pelaporan
perangkat daerah sesuai
standar dan tepat wakiu

Persentase tertib keuangan
perangkat daerah

Persentase penyampaian
laporan keuangan sesuai
standar dan tepat waktu

Persentase penyampaian
laporan aset sesuai standar
dan tepat waktu

Persentase tertib
ketatausahaan kantor

Persentase sarana dan
prasarana kantor kondisi baik

Persentase PNS perangkat
daerah yang berkinerja baik

ProgramiKegiatan Anggaran

Frogram Penunjang Urusan
Pemerintahan Daearah

Administrasi Umum Perangkat

Daerah 1.619.554 300

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah PRS00

Perencanaan, Penganggaran dan

evaluasi kinerja perangkat daerah §3.358.600

Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 22.318.101.719

Pembahasan Kebijakan Anggaran 707.042.000

Jumlah 24.972.112.519

Pihak Kedua,
Sekretaris DPRD

A.MAHADIANA DJABBAR. S.I1P,.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
MIF ;19710403 199101 2 002

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Pertama,
Kabag Keuangan

(\Wnye—

MUSYRIFAH ALIYAH, ST.MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19770908 200502 2 006




PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (OFZ8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

MNama : WAWAN GUNAWAN, SE, M.Adm.Pemb
Jabatan : Perbendaharaan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MUSYRIFAH ALIYAH, ST,.MM
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
KABAG KEUANGAN PERBENDAHARAAN

(\Wioye— W

MUSYRIFAH ALIYAH, 5T..MM WAWAN GUNAWAN, SE, M.Adm.Pemb
Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk.|
MNIP : 19770908 200502 2 006 NIP : 19800105 200604 1 006

XX




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERBENDAHARAAN
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2021 |Target 2022(%)
Meningkatnya Tertib Porsentase Tertib

Administrasi Umum Kantor

Administasi Umum
Kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat

Jumilah Jenis Alat Tulis

T- ltulis kantor Rl yaing Taesatia 100% 100%
Terpenuhinya kebutuhan cetak | jumiah Jenis Cetak dan

2. |dan penggandaan Penggandaan yang 100% 100%

Tersedia

Terpenuhinya kebutuhan Jumlah Jenis Kebutuhan
komunikasi, sumber daya air Komunikasi yang
dan listrik Terpenuhi »

3 - - 95% 100%
Terpenuhinya kebutuhan Jumilah Jenis Layanan
layanan informasi (Informasi) yang Terkelola

No Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Ket

I Administrasi Umum
Perangkat Daerah

1 Penyediaan Peralatan dan 15.574.700,00 APBD
Perlengkapan Kantor

o |Penyediaan Barang Cetakan dan 18.469.200,00 APBD
Penggandaan

3 Penyediaan Jasa Komunikasi, 264.055.900,00 APBD
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rp 298.099.800,00
Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kabag Keuangan Perbendaharaan

MUSYRIFAH ALIYAH, ST. MM

Pangkat : Pembina
NIP : 19770908 200502 2 006

WAWAN GUNAWAN, SE. M. Adm. Pemb.

W

Pangkat : Penata Tk.|

NIP

: 19800105 200604 1 015




PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (OFZ8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. CAKRA MANGGABARANI, SE,.MM
Jabatan : Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Anggaran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Mama :MUSYRIFAH ALIYAH, ST,.MM
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan vang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
KABAG KEUANGAN PERENCANAAN PROGRAM

(VVW}% DAN ANGGARAN

MUSYRIFAH ALIYAH, ST..MM A. CAKRA MANGGABARANI, SE,. MM
Pangkat : Pembina Pangkat : Penata

NIP : 19770908 200502 2 006 NIP : 19850505 201001 1 044




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERENCANAAN & ANGGARAN
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2021 Target 2022 %)
Persentase Perencanaan,
WMennghatnys ko lzs Penganggaran, dan Evaluasi
I i peeanearcan, pon el o Kinerja Perangkat Daerah sesuai
pelaporan Kinerja perangkat daerah ChasAF din et walii
Jumiah Rencana Kerja Anggaran
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja|(RKA) Perangkat Daerah yang
1 Anggaran (RKA) Perangkat Daeran  [tersusun sesual standar dan tepat i 2 tohumen
wakiu
Tersedianya layanan rapat dan sidang | Jumlah rapat dan sidang
2 pembahasan APBD pembahasan APBD yang terlayani Saitall Faperen
" : Jumiah Dokumen Laporan Keuangan
3 |Meningkelnya Kuaiflas PENJUSUNaN |akhir Tahun Sesuai Standar dan 100% 1 dokumen
aporan keuangan akhir tahun Tepat Waktu
= Jumiah Rekemendasi Hasil
Men'ng'.(mm Kualisas Rsltomandasl Manitering Evaluasi dan Pelaporan
4  |menitaring. evaluasi dan pelaporan 100% 2 laporan
kinerja secara berkala Kinetja yang Tersusun Sesual
Standar dan Tepat Wakiu
Jumiah Perubahan Renstra yang
Tersusun sesual standar dan tepat 100% 2 dokumen
5 |Meningkatnya kualitas Perencanaan  |waktu
Faranghat Dasrah Jumiah Renja yang Tersusun sesual
standar dan tepat waktu
No Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Ket
| Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen AP
1. RKA - SKPD 20.504.200,00 BD
2 |Pembahasan APBD 707.042.000.00 AFBD
Keordonasi dan Penyusunan Laporan
& Keuangan Akhir Tahun SKPD TharbEp0.00 HrED
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4 |Capaian Kinerja dan [khtisar Realisasi 9.332.000.00 APBD
Kinerja SKPD
5 |Penyusunan Dokumen Perencanaan 21.945.800.00 APBD

Perangkat Daerah

Jumiah

770.400.600,00

Pihak Kedua,
Kabag Keuangan

(VWi —

MUSYRIFAH ALIYAH, ST., MM
Pangkat . Pembina
NIP : 19770908 200502 2 008

Palewali, 21 Maret 2022

Pinak Pertama,
Perencanaan & Anggaran

A.CAKRA MANGGABARANI, SE, MM
Pangkat . Penata
NIP : 19850505 201001 1 0d4




XXiv

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (OFZ8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUL RIDJAL, SE
Jabatan : Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

MNama :MUSYRIFAH ALIYAH, ST,.MM
Jabatan . Kepala Bagian Keuangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
KABAG KEUANGAN VERIFIKASI, AKUNTASI
. DAN PELAPORAN

MUSYRIFAH ALIYAH, 5T.,MM SYAMSUL RIDJAL, SE
Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tingkat |
NIP : 19770908 200502 2 006 NIP : 19640504 198603 1 035




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
VERIFIKASI, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2021 [TARGET 2022(%)
I Meningkatnya Tertib Persentase Tertib
Administrasi Umum Administasi Umum
Jumlah Laporan
Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi
1. |koordinasi dan konsultasi  |Jumlah Laporan
dalam dan luar daerah Koordinasi dan Konsultasi 151 kali 187 kali
Luar Daerah
No | Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Ket
I Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat
1. |Koordinasi dan Konsultasi 1.585.510.400,00 APBD
SKPD
Jumlah Rp 1.585.510.400,00
Polewali, 21 Maret 2022
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kabag Keuangan Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan

(VWwoy—

MUSYRIFAH ALIYAH, ST. MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19770908 200502 2 006

SYAMSUL RIDJAL, SE
Pangkat : Penata Tk.|
NIP : 19640504 198603 1 035
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HJ. BARLIYANG, SE
Jabatan : Kepala Bagian Risalah & Persidangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

MNama : A. MAHADIANA DJABBAR, S.IP,. M.Si
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Polewali Mandar

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
SEKRETARIS DPRD KABAG. RISALAH &
PERSIDANGAN

A.MAHADIANA DJABBAR, S.IP, M.Si HJ. BARLIYANG, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda Pangkat : Pembina
NIP : 19710403 198101 2 002 NIP : 19661212 199710 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN RISALAH

Sasaran Strategis Indikator Kinerja capalan 2021 | Target 2022

Persentase layanan
kesekretariatan DPRD sesual
standar dan prosedur

Menngkatnya kualltas layanan
kesekretariatan DPRD

Program / Kegiatan Anggaran

Program Dukungan dan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD

Pembentukan Peraturan Daerah dan 466,000.000
Peraturan DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan 2.076.854.000
Pemerintahan

2.542.854.000,00

Polewall, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD Kepala Bagian Risalah dan persidangan

Ll
AMAHADIANA DJABBAR, S.IP,.M.Si

HJ. BARLIYANG, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda Pangkat : Pembina
NIP : 19710403 199101 2 002 MNIP : 19661212 199710 2 002




SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (OFZ8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang epektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARIBUNGA PABITTEI, S. Sos
Jabatan : Perpustakaan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HJ. BARLIYANG, SE
Jabatan : Kepala Bagian Risalah dan Persidangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN, PERPUSTAKAAN

HJ. BARLIYANG, SE SARIBUNGA PABITTEI S. Sos
Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk.|

NIP : 19661212 199710 2 002 NIP : 19681011 199210 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERPUSTAKAAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 2021| TARGET 2022
1 2 3 4 5
Optimalnya Layanan ;::Isantase bl ol
kesekretariatan untuk gawasan
I [Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan tersedia
Penyslenggaraan sesuai standar dan
Pemerintahan oleh DPRD
prosedur
Tersedianya layanan Jumlah layanan
kesekretariatan untuk kesekretariatan untuk .
1 pengawasan DPRD bidang |pengawasan DPRD bidang 35 kali Lapan
infrastruktur infrastruktur
NO | Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
Pengawasan
I |Penyelenggaraan
Pemerintahan
Pengawasan
Penyelenggaraan
! Pemerintahan Bidang 381,099,000 L
Infrastuktur
Jumlah 381.039.000
Polewali, 21 Maret 2022
Pihak Kedua, Pihak Pertama
Kabag Keuangan Perpustakaan,
. y
== = A\_ — =

HJ. BARLIYANG, SE
Pangkat : Pembina
NIP : 19661212 199710 2 002

Hj. SARIBUNGA PABITTE, S. Sos
Pangkat : Penata Tk. |, lll / d

NIP : 19681011 199210 2 002
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s PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
5 SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (OFZ8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :M. SYAHID IDRUS, SE, MH
Jabatan : Hukum & Perundangan-Undangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HJ. BARLIYANG, SE
Jabatan : Kepala Bagian Risalah dan Persidangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN, HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN

HJ. BARLIYANG, SE M. SYAHID IDRUS, SE, MH

Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. |
NIP : 19661212 199710 2 002 NIP : 19740605 200701 1 039

XXX
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA CAPAIAN 2021 | TARGET 2022 %)
1 2 3 4 5
Optimalnya Layanan Persentase Layanan
kesekretariatan untuk pembentukan Peraturan
| |pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Daerah dan Peraturan DPRD |tersedia sesuai standar dan
prosedur

Tersadiinya BVARRN e Jumiah rapat dan sidang

dan sklang pembaliesan pembahasan rancangan 5 perda 4 perda
rancangan Peraturan Daerah PERDA yang terlayani

Tersedianya layanan Jumlah layanan
3 kesekretariatan untuk kesekretariatan untuk 35 kall 1 Lanoran
pengawasan DPRD bidang |pengawasan DPRD bidang B
pemerintahan dan hukum pemerintahan dan hukum
NO Kegiatan / Sub kegiatan ANGGARAN KETERANGAN

Pembentukan Peraturan
Daerah dan Peraturan DPRD

Pembahasan Rancangan

1 Peraturan Daerah 486.000.000 bAy
Pengawasan Urusan

2 |Pemerintahan bidang 1.341.003.000 DAL
Pemerintahan dan Hukum

Jumlah 1.807.003.000
Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama
Kabag Keuangan Hukum dan Perundang - undangan
HJ. BARLIYANG, SE M. SYAHID IDRUS.SE.MH
Pangkat : Pembina Pangkat ; Penata Tk. |, Il / d

NIP : 19661212 199710 2 002 NIP - 19740605 200701 1 039




cs=s PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
9  SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (OFZ8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANAWIRA, S. Sos, M.Si
Jabatan : Risalah & Persidangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HJ. BARLIYANG, SE
Jabatan . Kepala Bagian Risalah dan Persidangan

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN RISALAH & PERSIDANGAN
HJ. BARLIYANG, SE ANAWIRA S. Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Pangkat : Penata

NIP : 19661212 199710 2 002 NIP : 19830714 200212 2 003

XXX




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

RISALAH DAN PERSIDANGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN 2021 | TARGET 2022 (%)

1 2 3 4 5
Optimalnya Layanan ::;siﬁi;:a“"m
kesekretariatan untuk g

| |Pangawasan Penyelenggaraan
Panyalasngnrann Pemerintahan tersedia
Pemerintahan oleh DPRD EANUES St din

prosedur

Tersedianya layanan Jumiah layanan

1 kesekretariatan untuk kesekretariatan untuk 35 Kali ¥ Lo
pengawasan DPRD bidang pengawasan DPRD bidang =
perekonomian perekonomian

NO | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

Pengawasan

| |Penyelenggaraan
Pemerintahan
Pengawasan Urusan

1 |Pemerintahan Bidang 354.812.000 DAU
Perekonomian

Jumlah 354.812.000
Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Kabag Keuangan
HJ. BARLIYANG, SE

Pangkat : Permbina
NIP : 19661212 199710 2 002

Risalah dan Persidangan

o=

Hj. ANDI NAWIRA, §. Sos,M.5i
Pangkat : Penata, lll /¢
MIP : 19830714 200212 2 003
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PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

MR M. Arcll Dapit No. 108 Polevwal Telp. (OF28) Z1553-21095 Kode Pos SI1713

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama
Jabatan

: AMAHADIANA DJABBAR, S.IP, M.Si
: Sekretaris DPRD Kab. Polewali Mandar

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
SEKRETARIS DPRD KABAG. UMUM

i s \#s/
A.MAHADIANA DJABBAR. S.1P..M.Si H. TALIBUDDIN, S. Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda Pangkat : Pembina Tk. |
NIP: 19710403 195101 2 002 NIP : 19641231 198603 1392




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN UMUM

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2021 Target 2022

Persentase layanan
kesekretariatan DPRD sesuai 98% 100%
standar dan prosedur

Menngkatnya kualitas layanan
kesekretariatan DPRD

Program /Kegiatan Anggaran

Program Dukungan dan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD

940.182.000
Peningkatan Kapasitas DPRD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 549.375.300
Pemerintahan Daerah

Layanan Keuangan dan 522.834.400
Kesejahteraan DPRD

Administrasi Kepegawalan 310.405.000
Perangkat Daerah
Pemaellharaan barang millk daerah 1.069.508.000
penunjang urusan pemerintah
daerah

Pengadaan barang milik daerah 236.291.200
penunjang urusan pemerintah
daerah

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

1.765.717.300

Jumlah 5.394,313.200,00

Palewall, 21 Manat 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS DPRD Kepala Bagian Umum
— s
A, ~
izt _1._-—— \Jlu:m /
A.MAHADIANA DJABBAR, S.IP,.M.Si H. TALIBUDDIN,S.Pd,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda Pangkat : Pembina Tk.|
NIP ;19710403 199101 2 002 MIE : 19641231 198603 1 392




PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (O4Z8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARIBULAN, S.Sos,. MM
Jabatan . Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

MNama : H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
KABAG. UMUM KEPEGAWAIAN
N ' \

SARIBULAN, S.S0s,.MM
Pangkat : Penata
NIP : 19780825 200701 2 021

H. TALIBUDDIN, S. Pd. MM
Pangkat : Pembina Tk. |
NIP : 19641231 198603 1 392
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2021 | Target 2022
Optimainya Layanan .
| |Kesekretaritan untuk peningkatan ";'Il;hhk::fg“;ﬂ DP';“ ¥ang 45Anggota | 45 Anggota
kapasitas DPR ng an kapasitasnya
Tersedianya layanan
1 |Kesekretaritan untuk kelancaran lumt:l‘: dakun:e-r: hag}lRD 0 2 dokumen
pendalaman tugas dprd pencTaman tighs
4. |Meningkatkan Pelayanan Jumiah Anggota DPRD yang 00% 100%
' |Administrasi Perkantoran mengikuti Pendalaman tugas 4
Jumlah yang melaksanakan
2. medical check up 100% 100%
SaringEstayn Perth Persentase Tertib Administasi
Il |Administrasi Kepegawaaian Kibacabalsn Poras kit Daoak
Perangkat Daerah peg 9
1 Terpenuhinya kebutuhan pakaian |[Jumilah Pakaian Dinas Beserta
100% 100%
dinas pegawai Atribut Kelengkapannya
Meningkatnya tertib administrasi  |Jumlah Surat Masuk dan Keluar
2 |ketatausahaan dan administrasi ketatausahaan 98% 100%
lainnya yang Terkelola
Meningkatnya kebersihan gedung |Luas Gedung dan Halaman 100%
2 dan halaman kanter Kantor Kondisl Bersih Y0
No Kegiatan /| Sub Kegiatan Anggaran Ket
| |Bimbingan Teknis DPRD
1 |Pendalaman Tugas DPRD 440182 000 APBD
2 |Pelaksanaan Medical Checkup DPRD 522 834 400 APBD
I Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserla APBD
3 shibut kelbngkapannya 310.405.000
Penyediaan jasa surat menyurat 167.014.500
Penyediaan jasa pelayanan umum 290,927 000
kantor
Jumlah 2.230.762.900,00

Pihak Kedua,
Mengetahis ©
Kepala Bagian Umum

e

Pangkat : Pembina Tk.l

MIP

P

18641231 198603 1 007

Polewah, 21 Maret 2022

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian

— —

SARIBULAN, S_Sos.. MM
Pangkat - Penata Muda Tk
MIP S 19780825 200701 2 01
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PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (O4Z8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL WAHID SALAM
Jabatan : Perlengkapan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama :H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM
Jabatan . Kepala Bagian Umum

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
KABAG. UMUM PERLENGKAPAN
e =
H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM ABDUL WAHID SALAM

Pangkat : Pembina Tk. |
NIP : 19641231 198603 1 392

Pangkat : Penata Tk. |
NIP : 196680528 198908 1 003

XXXiX




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERLENGKAPAN
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2021 Target 2022
Optimalnya ketersediaan Barang Milik |Persentase ketersediaan
| |Daerah Penunjang Urusan Pemerintah |Kebutuhan BMD sesuai
Daerah RKBMD
1 [Ferpenuhinyakebulhan mebouleur |umiah Unit mebeleur 100% 100%
Luas Bangunan dan
2 |Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor |Halaman Kantor yang 100% 100%
Terpelihara
Terpenuhinya kebutuhan peralatan Jumlah Unit Peralatan
3 |komputer lainnya Komputer Lainnya 100% 0%
Terfibnya perizinan kendaraan dinas dan |Jumiah Unit Kendaraan yang
A operasional Dilengkapi Surat kzin 1005 10
Terpenuhinya kebutuhan alal tlis kantor i i
5 pe ¥ Jumlah Jenis Alat T_ulls 100% 100%
Kantor yang Tersedia
Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan -
& perlengkapan gedung kanter Jumlah Jenis Alat Kantor 1008 100%
" < Jumlah sarana dan
7 ;:;ﬁ';“:;’;‘grpema'ham” sarena prasarana pendukung 100% 100%
gedung kantor
Terpenuhinya kebuluhan komponen Jumlah Jenis Komponen
8 |instalasi listrik / penerangan Instalasi Listrik/Penerangan 100% 100%
yang Tersedia
No Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Ket
| Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 |Pengadaan Mebel 93.750.000,00 APBD
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kanfor
2 dan bangunan lainnya 272.500.000,00 APBED
Pengadaan sarana dan prasarana
3 |pendukung gedung kantor atau 141,717 200,00 APBD
bangunan lainnya
Panyadiaan jasa pemeliharaan, biaya
4 |pemeliharaan, pajak dan perizinan 788 408.000,00 APBD
kendaraan dinas operasional / lapangan
5 Penyediaan jasa peralatan dan 92 033.800.00 APBD
perlengkapan kantor
Pengadaan sarana dan prasarana
3 gedung kanfor atau bangunan lainnya i ARRD
Pameliharaan/renabilitasi sarana dan
7 |prasarana pendukung gedung kantor dan & 600.000,00 APBD
banaunan lainnya
8 F_-\Enyedlaan komponen instalasi 28.194.800,00 APBD
listrik/penerangan bangunan
Jumlah Rp 1.426.027.800,00 APBD

Pihak Pertama,
Kabag Umum

tbv-:n/
H LIBUDDIN,S Pd,MM

Pangkat : Pembina Tk 1
Mip. 19641231 198603 1 392

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
Perlengkapan

UL WAHID

Pangkat : Penata Tk.|

MNip. £ 19660528 198908 1 003

x|




PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DPRD

S M. Al Dape No. TOS Polewal! Tep. (O4Z8) ZIS5I-Z1085 Kode Pos 91313

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. HAJERAH, S. Sos
Jabatan : Rumah Tangga

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

MNama :H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM
Jabatan . Kepala Bagian Umum

Selaku Atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu bernanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
KABAG. UMUM RUMAH TANGGA
\{[bm /

H. TALIBUDDIN, S. Pd, MM Hj. HAJERAH, S. Sos
Pangkat : Pembina Tk. | Pangkat : Penata Tk. |

NIP : 19641231 198603 1 392 NIP : 19640428 198908 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

L]

o ek

H. TALIBUDDIN,S.Pd MM

Nip.

Pangkat : Pembina Tk. 1

£ 19641231 198603 1 392

RUMAH TANGGA
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2021 Target 2022
| Meningkatnya Tertib Administrasi Persentase Tertib
Umum Kantor Administasi Umum Kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat rumah Jumlah Jenis Alat -Alat
1 [tangga Rumah Tangga yang 93,42% 100%
Tersedia
: ; Jumlah Jenis Makan Minum
2 |Terpenuhinya kebutuhan makan minum yang Tersadia 99,81% 100%
No Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Ket
I |Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.377.500,00 APBD
2 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.731.145.000,00 APBD
Jumlah Rp 1.737.522.500,00
Polewali, 21 Maret 2022
Pihak Pertama, Pihak Kedua
Kabag Umum Rumah Tangga

s

HJ.HAJERAH. S.Sos
Pangkat : Penata Tk. 1
Nip. : 19640428 198908 2 002




PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUFATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN 16 (ENAM BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang £ . bahwa penyusunan dan penetapan Program
Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah
satu mekanisme dalam rangka pelaksanaan fungsi
DPRD dibidang pembentukan peraturan daerah;

. bahwa hasil rapat DPRD bersama Pemerintah Daerah
yang masing - masing dikoordinasikan oleh
Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
telah menghasilkan 16 (enam belas) Rancangan
Peraturan Daerah yang disepakati untuk ditetapkan
menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan daerah -Daerah Tingkat 1l di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor-1822);

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat | Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422;




. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

5234);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 383);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa
menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );




9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

10. Keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor
. 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib dan
Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Masa Jabatan 2014 -
2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD
tanggal 23 November 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU . Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2019 terhadap 16 (enam belas)
Rancangan Peraturan Daerah.

: 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud diktum kesatu adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2012 - 2032;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 -
2024,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
dan Pengelolaan Perpustakaan;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Zakat, Inpag, dan Shadagah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Polewali, Wonomulyo,
dan Campalagian;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Polewali Mandar;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten
Polewali Mandar; v




9. Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum 7
Daerah Air Minum;

10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan
Pendidikan;

11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan
Kesehatan;

12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);

13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Alat
Telekomunikasi Anak Sekolah;

14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif)

15. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak;

16. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyiaran 5
Televisi Melalui Kabel.

. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2019 merupakan Program
Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 November 2018

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR




PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 11.a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN 15 (LIMA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMEBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a.bahwa penyusunan dan penetapan Program
Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah
satu mekanisme dalam rangka pelaksanaan fungsi
DPRD dibidang pembentukan peraturan daerah;

. bahwa hasil rapat DPRD bersama Pemerintah
Daerah yang masing-masing dikoordinasikan oleh
Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah telah menghasilkan 15 (lima belas)
Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati
untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2020;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, danhuruf b perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tk. 1l di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan




Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6197);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

. Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2020 mencakup 15 (lima belas)
Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh)
Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah Daerah
Kab. Polewali Mandar dan 8 (delapan) Rancangan
Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kab, Polewali Mandar.

: Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu sebagai berikut:




1. Rancangan Peraturan Daerah usul Pemerintah
Daerah Kab. PolewaliMandar:

1)

7)

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Wai
Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Umum
Daerah Air Minum;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011
tentangRetribusi Tera/Tera Ulang;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

. Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kab. PolewaliMandar:

1) Rancangan  Peraturan Daerah tentang
Pelayanan Pendidikan;
2) Rancangan  Peraturan Daerah  tentang
Pelayanan Kesehatan;

3) Rancangan  Peraturan Daerah  tentang
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4) Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Penggunaan Alat Telekomunikasi  Anak
Sekolah;

5) Rancangan  Peraturan Daerah tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA
(Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)

6) Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak;

7) Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang
Penyiaran Televisi Melalui Kabel.




8) Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Pemekaran Desa.

. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2020 merupakan Program
Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1
{satu) tahun.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 18 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR




PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

HKEPUTUSAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN 16 (ENAM BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
HABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD bersama
Pemerintah Daerah yang masing-masing
dikoordinasikan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah telah menghasilkan 16 (enam
belas) rancangan peraturan daerah yang disepakati
untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun
2021 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16
ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang
Penetapan 16 (Enam Belas) Rancangan Peraturan
Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;

Mengingat 8 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tk. 1l di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik




Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahen atas Undang-undang Nemor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157},

. Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2021 mencakup 16 (enam belas)
Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 4 (empat)
Rancangan Peraturan Dacrah kelanjutan pembahasan dari
tahun 2020, 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah usul
Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar dan 5 (lima)




Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat Deerah Kab, Polewali Mandar.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu sebagai berikut:
1. Rancangan peraturan daerah kelanjutan pembahasan
dari tahun 2020, terdiri dari:
1} Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan
Umum Daerah Air Minum;
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

4] Rancangan Peraturan Daerah fentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Polewali Mandar.,

Rancangan peraturan daerah usul inisiatif Pemerintah
Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun 2021, terdiri dari:

1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban
Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan
Masyarakat;

2) HKancangan Peraturan Daecrah lentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga;
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di
Kab. Polewali Mandar;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan
Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Rancangan peraturan daerah usul inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kab. Polewali Mandar Tahun
2021, terdiri dari:

1) Rancangan Feraturan Daerah tentang Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD);




2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan
Alat Telekomunikasi Anak Sekolah;

3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyiaran
Televisi Melalui Kabel;

4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemckaran
Desa; dan

5] Rancangan Peraturan Daerah tentang Muatan Lokal
Budaya Mandar.

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2021 merupakan Program
Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1
{satu) tahun.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

. Ditetapkan di Polewali
-pada tanggal 29 Desember 2020




PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN 18 (DELAPAN BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN FERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD bersama Pemerintah
Dacrah yang masing-masing dikoordinasikan oleh
Bapemperda dan Bagian Hukum Sckretariat Daerah telah
menghasilkan 18 (delapan belas) rancangan peraturan
daerah yang disepakati untuk ditetapkan dalam Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2022 dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan 18
(delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah dalam
Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nemor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tk. [l di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-
undangan|{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang




Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
{Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036 Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1
Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten

Polewali Mandar Tahun 2022 mencakup 18 (delapan belas)

Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 4 (empat)

Rancangan Peraturan Daerah kelanjutan pembahasan dari

tahun 2021,10 {sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah usul

Pemerintah Daerah Kab. Polewali Mandar dan 4 (empat)

Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Polewali Mandar.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu sebagai berikut:

; peraturan daerah kelanjutan pembahasan dari

tahun 2022, terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024,

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan
Kurikulum Muatan Lokal.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini.

. Rancangan peraturan daerah usul inisiatif Pemerintah

Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun 2022, terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
lainnya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan
Gender.

Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Polewali Mandar.




-3.

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (RP3K) -Kabupaten Polewali
Mandar,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung,

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan
Umum Daerah Air Minum.

. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa.

Rancangan peraturan daerah usul inisiatif Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun
2022, terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Amil
Zakat Infak dan Shadagah.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesantren.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
Guru.

4. Rancangan Peraturan Dacrah tentang Bantuan Hukum
bagi Masyarakat Miskin.

. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tashun 2022 merupakan Program
Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka walktu 1
(satu) tahun.

KEEMEAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan i Polewali
pada tanggal 30 Desember 2021




' Sekretariat DPRD

Hasil Survei Layanan

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BI01-01-2022 Sampai 31-12-2022

MILAI IKM Nama Layanan : Menerima dan melayani Tamu Alat

Kelengkapan DPRD Kabupaten Polewali Mandar

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

RESPONDEN




Jumiash NRRTM : 3,99
KM Uind t Pedayanan - 199 x 25= 96,75

Keter ansgan :
SR FELRYRIGAM




' Sekretariat DPRD

Laporan Survei

# Beranda B Detail Laporan

o [

98.46

Menarima dan melayani Menerima dan melayani Manajem en Aspiraszi Menerima dan melayani tamu
Mazyarakat yang Tamu Pimpinan DPRD Ma:ynrak:ﬂ. nnggow DPRD l(un]un“ml
maembutihlan Informasi dan Kabupaten Polewali Mandar Karja/Konz altasi
Kaglatan Sekretariat DPRD

Kabupaten Polewali Mandar

Menarima dan melayani
Tamu Alat Kelengkapan DPRD

Kabupaten Pelewali Mandar

99.7




1. DATAMASYARAKAT ( RESPONDEN)
(Lingkan kode angka sesunl jawaban mosysrakaltosponden)

Homor Responden

U Q. 5 .

1. Laki-laki

1. PNS
2. T
émnmam

I, PEMNDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Linghan kode huruf sesuai jewaban masyarakatiesponden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesualan
persyaratan  pelayanan dengan  jenis
pelayanannya.

2
q a. Tidak sesuai,
b, Kirang sesuai.
Sesuai

A Sanplineauli.

P

6. Bagaimana Savdara tentang kompetensi/
pelayanan.

pendapat
mnmnulan
Tidak kompelen
b. Kulﬂglumpﬂun
@Slm!lltmmn

2. Bagaimana h Saudara tentang k dah
prnudl:p-llmndiwihi. .
a, Tidak mudah
b. K:.nngm.rdll!
e Mudah.

§ i

1' n - hs d. L it d. p.lm _L-
pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
a. Tidak sopan dan ramah

dalam

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu
dalam memberikan pelayanan.
a. Tidak cepat.
b. Kurang cepat.

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran
biaya/tarif dalam pelayanan
a. Sangat mahal
” b. Cukup mahal
L Murah
Gratis

8. Bagaimana pendapat Sauvdara fentang penanganan
pengaduan pengguna layanan
o. Tidak nda,
b. Ada tetapl tdak berfungsi
. Berfungsi kurang maksimal
Dikelola dengan baik.

5. “Tﬂ pendapat Saudara lentang kesesuaian
EMWMIMIHM

SARAN DAN MASUKAN:

P T P T P TP PP PP PP P T S T T LTI T P T T GeaasEEAEERRAEERIRAEIRAR NSRRI R RN aew




I. DATAMASYARAKAT [ RESPONDEN)
{Lingkari kode angka sesusi jawaban masyarakatiresponden)

Memor Responden

Umur

%I .. Tahun

Jenis Kelamin 1. Lakiaki

1. PNS
2. THI
3. POLRI
Pekefjaan Ulama 4 SWASTA
5

. WIRASWASTA

I. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkar kode huruf sesuai jawaban masyarakaliresponden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian
per deng; jenis

P

6. Bagaim p pat Saud teniang  kompetensi/
kemampuan petugas dalam pelayanan.

a. Tidak kompeten

b. Kurang kempelen

¢. Kompeten

d. Sangat kompeten

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan
prosedur pelayanan di unit ini. .

a. Tidak mudah.

b. Kurang mudah.

c. Mudah.

d. Sangat mudah.

7. Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam
pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
a. Tidak sopan dan ramah
b. Kwang sopan dan ramah
c. Sopan dan ramah
d. Sangal sopan dan ramah

. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu

8. Bagaimana pendapat Saudara Sarana dan Prasarana di
Unit Pelayanan

a. Buruk
b. Cukup
c. Balk

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesualan
produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar
pelayanan dengan hasil yang diberikan.

a. Tidak sesual

b. Kurang sesual

€. Sesuai,

d. Sangat sesual

SARAN DAN MASUKAN:

R R R R R R L L T e T L LR LR L LR




I. DATAMASYARAKAT ( RESPONDEN)
(Lingkari kode angka sesual jawaban masyarakalresponden)

-3.8.... Tahun

1) LakiHaki

1. PNS
2. TNI
3. POLRI
SWASTA
j WIRASWASTA

Il. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

|Bagum-muaplis-mmm“mm
persyaratan jenis

P*)

2. Bagaimana pemahaman sludnhmmm
ur pelayanan di unit ini.
a. Tidak mudah.

-m
hltl.raruwplt
@s-_nsat_w.z-

8. Bagaimana pendapat Saudara Sarana dan Prasarana di
Unit Pelayanan
a. Buruk
b. Cukup
Baik

4, Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran
wmm

-

-

s mssEsEEEASasSSEEEs R R R aEsassRERER iR RS R GesssssrsssssssnanEs




I. DATA MASYARAKAT ( RESPONDEN)
{Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarahat/responden)

Nomeor Responden

Urmur

1. Laki-laki

1. PNS

2. TNI

3. POLRI

4. SWASTA

5. WIRASWASTA

Pekerjaan Wama

Il. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
{Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakal/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian
persyaratan  pelayanan dengan  jenis
5 pelayanannya.

a. Tidak sesuai.

b. Kurang sesuai.

¢ Sesuai.

d. Sangat sesuai.

P*)

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/
kemampuan petugas dalam pelayanan.
a. Tidak kompeien
b. Kurang kompeten
c. Kompeten
d. Sangat kompeten

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan

prosedur pelayanan di unit ini. .
a. Tidak mudah.

7. Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam
pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
a. Tidak sopan dan ramah
b. Kurang sopan dan ramah
¢. Sopandanramah
d. Sangat sopan dan ramah

8. Bagaimana pendapat Saudara Sarana dan Prasarana di
Unit Pelayanan
a. Buruk
b. Cukup

c. Baik
d. Sangat Baik

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan
pengaduan pengguna layanan

. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesualan
produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar
pelayanan dengan hasil yang diberikan.

a. Tidak sesuai
b. Kurang sesual
Sesuai.

:. Sanpat sesual

SARAN DAN MASUKAN:

L T P T T T P T T LT T

S T T R T L Lt LR R R R R R R AR R R R AR R LR L bl




I. DATA MASYARAKAT ( RESPONDEN)
(Lingkan kode angka sesuai jawab

masyarak ponden)

Nomor Responden

3. Tahun

Umur

Jenis Kelamin G’ Laki-laki

. PNS

. THNI

. POLRI

. SWASTA

. WIRASWASTA

1. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkarn kode huruf sesvai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian
persyaratan  pelayanan dengan  jenis
pelayanannya,

a. Tidak sesuai.
b. Kurang sesuai.
Sesuai.
. Sangat sesuai.

P |

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/
kemampuan petugas dak I
a. Tidak kempeten

b. Kurang kompeten

¢. Kompeten

d. Sangat kompeten

Py

2. Bagaimana pemah Saud
prosedur pelayanan di unit ini.
a. Tidak mudah,
b. Kurang mudah.
<. Mudah.
@) Sangat mudsh.

7. Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam
pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
a. Tidak sopan dan ramah
b. Kurang sopan dan ramah
c. Sopandanramah
d. Sangat sopan dan ramah

. Bagaimana Saudara tentang kecepatan waktu
dalam memberikan

a. Tidak cepal

b. Kurang cepat.

c. Cepat.
@ Sangat cepat.

&. Bagaim pendapat Saud. s
Unit Pelayanan
a. Buruk
b. Cukup
c. Baik
d. Sangat Baik

. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran
biayaltarif dalam pelayanan
a. Sangat mahal
b. Cukup mahal
I c. Murah

; )

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan
pengaduan pengguna layanan
a. Tidak ada.
b. Ada tetapl tidak berfungst
¢. Berfungsi kurang maksimal
d. Dikelola dengan baik.

. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian
produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar
pelayanan dengan hasil yang diberikan,

a. Tidak sesual

b., Kurang sesuai
Sesual.

d. Sangat sesual

SARAN DAN MASUKAN:




§ LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI KEGIATAN
DPRD

KUNJUNGAN
KERJA DPRD
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POLEWALI MANDAR
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